




PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT 
TEGURAN DAN  SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN 
TUNGGAKAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK 
















JURUSAN AKUNTANSI  









PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT 
TEGURAN DAN  SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN 
TUNGGAKAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK 
PRATAMA MAKASSAR BARAT 
 
 




























PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT 
TEGURAN DAN  SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN 
TUNGGAKAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK 
PRATAMA MAKASSAR BARAT 
 
disusun dan diajukan oleh 
 
ANDI MARDUATI 
A311 08 955 
 
telah diperiksa dan disetujui untuk diuji 
 
Makassar, 09 September 2012 
 
                                         NIP 196305151992031003 
 
 Pembimbing I              Pembimbing II 
   
 
 
           Drs. Deng Siraja, M.Si, Ak.               Drs. Haerial, M.Si, Ak. 
           NIP. 195112281986031002               NIP. 196310051981031002 
 Ketua Jurusan Akuntansi 



































































Saya yang bertanda tangan di bawah ini, 
Nama    : Andi Marduati 
NIM    : A31108955 
Jurusan/program studi : Akuntansi 
dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul 
 
 
Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan  
Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak  




adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam 
naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang 
lainuntuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak 
terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, 
kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam 
sumber kutipan dan daftar pustaka. 
 
Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan 
terdapat unsure-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan 
tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 




















Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa 









Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak 
dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Model analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif untuk menguji 
dan memberikan gambaran bagaimana pengaruh surat teguran dan surat paksa 
terhadap pencairan tunggakan pajak tahun 2009-2011 di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Makassar Barat. 
Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan SPSS 17 menunjukkan 
bahwa hasil uji hipotesis secara parsial (t-test) maupun simultan (F-test) 
membuktikan bahwa panagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. 
Koefisien determinasi menunjukkan 0.443 atau 44.3% yang artinya 44.3% 
pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh jumlah surat teguran dan jumlah 
surat paksa yang diterbitkan. Sedangkan sisanya 55,7% pencairan tunggakan 
pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar pembahasan ini. 
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The aimed of this research to know the effect of tax collection with a 
reprimand letter and force letter the toward disbursement of Tax Arrears In 
Taxservice Office Primary Of West Makkassar. Model analysis of the data used 
in this research is a descriptive statistics to examine and pass a delineation how 
to effect of tax collection with a reprimand letter and force letter the toward 
disbursement in 2009-2011 in Tax Service Office Primary Of West Makassar. 
Based on the results of data analysis using SPSS 17 shows that the 
partial results of hypothesis testing (t-test) or simultaneously (F-test) to prove that 
tax collection with a reprimand letter and force letter a significant effect on the 
disbursement of tax arrears. The coefficient of determination indicates 0.443 or 
44.3%, which means 44.3% disbursement of arrears of taxes affected by the 
amount of letters of reprimand and forced a number of letters issued. Meanwhile, 
melt the remaining 55.7% of tax arrears is influenced by other factors beyond the 
scope of this. 
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1.1 Latar Belakang 
Tujuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan 
Undang-Undang  Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, 
merata material dan spiritual, yang dapat diwujudkan melalui pembangunan 
nasional secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan 
pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan tentunya dibutuhkan dana 
yang sangat besar, dana tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Namun 
sumber penerimaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri 
dan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap. 
Salah satu penerimaan dalam negeri yang menjadi sumber dana utama dan 
sangat potensial dalam membiayai pembangunan nasional berasal dari sektor 
perpajakan.  
Dalam Data Pokok APBN 2006-2012, Kementerian Keuangan RI tahun 
2012 merencanakan penerimaan negara dari sektor pajak sekitar 
Rp.1.019.332.400.000.000,- dari total rencana penerimaan negara sebesar 
Rp.1.292.052.600.000.000,- atau sekitar 78,8% dari penerimaan negara secara 
keseluruhan (www.anggaran.depkeu.go.id). Melihat hal tersebut maka pajak 
merupakan sektor yang sangat vital dalam rangka mensukseskan pembangunan. 
Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan 
perlu ditingkatkan dengan cara mendorong kesadaran, pemahaman, dan 







Dalam usaha peningkatan penerimaan di sektor pajak, pemerintah 
melalui Direktorat Jenderal Perpajakan terus melaksanakan terobosan guna 
mengoptimalkan penerimaan di sektor ini melalui kebijakan-kebijakan yang 
dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal 
Perpajakan ialah melakukan reformasi dibidang perpajakan (tax reform), dimana 
dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah 
mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu perubahan dari official 
assessment system menjadi self assessment system. 
Dalam self assessment system, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk 
menghitung,  memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban 
pajaknya, sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat 
dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh 
masyarakat. Sistem ini menaruh kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk 
menjalankan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Hal tersebut tentu meletakkan 
tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan 
kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, pemerintah terus 
memberikan pengertian kepada masyarakat tentang betapa pentingnya 
kesadaran dan pemahaman mengenai pajak bagi kelangsungan pembangunan 
nasional dan pembiayaan negara. 
Apabila masyarakat mengerti tentang manfaat dan fungsi dari pajak maka 
tentu masyarakat sadar akan pajak (tax counciouness) dan tidak akan lagi 
dijumpai Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan 
tetapi dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan 
sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam 
melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan 





tunggakan pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Barat sebagai berikut : 
Tabel 1.1 
Perkembangan Tunggakan Pajak Tahun 2009-2011 
 
TAHUN JUMLAH TUNGGAKAN PAJAK 
2009                                   39,186,253,000  
2010                                   39,712,185,000  
2011                                   40,499,029,000  
Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Barat  
 
Dari tabel diatas memperlihatkan adanya fenomena peningkatan jumlah 
tunggakan pajak yang terjadi pada tahun 2009 sampai 2011 pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Dimana pada tahun 2010 terjadi 
peningkatan sebesar Rp 525.932.000 atau sekitar 1,32 % dan selanjutnya pada 
tahun 2011 juga terjadi peningkatan jumlah tunggakan pajak  sebesar Rp 
786.844.000 atau 1,94 %. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan 
tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa.  
Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung 
pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur 
atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita 
(Suandy, 2008:173). Tindakan tersebut berupa penagihan pajak pasif melalui 
himbauan dengan menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Dan 
selanjutnya berupa penagihan pajak aktif yang meliputi penerbitan surat teguran, 
pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang 





Nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. 
Undang-undang penagihan pajak ini diharapkan dapat memberikan 
kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran 
dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna 
mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dengan demikian diharapkan 
penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal. 
Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk 
mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul : 
“ Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa 
Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Makassar Barat “ 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 
penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :  
Apakah surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Makassar Barat ? 
 
1.3 Batasan Penelitian  
Dalam penelitian ini menggunakan data variabel mulai tahun 2009 sampai 
dengan tahun 2011 dan penelitian ini dibatasi hanya pada satu Kantor Pelayanan 







1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan 
tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagi peneliti  
Memberi pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan 
terutama dalam bidang yang diteliti. 
2. Bagi peneliti lain  
Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang 
telah ada serta dapat menambah kepustakaan yang diperlukan untuk 
penelitian yang serupa, yang memiliki topik yang sama sehingga dapat 
dijadikan sebagai bahan referensi. 
3. Bagi aparat pajak  
Dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan kebijakan penagihan 
pajak sehingga jumlah tunggakan pajak tidak cenderung meningkat. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai penulisan skripsi 
ini maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut : 
Bab I  Pendahuluan 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 






Bab II  Tinjauan Pustaka 
Bab ini berisi tentang kajian teori yang diperlukan di dalam 
menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas 
permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. 
Bab III  Metode Penelitian 
Pada bab ini berisikan rancangan penelitian, tempat penelitian, 
populasi dan sampel, variable penelitian dan defenisi operasional, 
instrument penelitian dan pengumpulan data, serta analisa data. 
Bab IV  Hasil Penelitian 
Pada bab ini akan diuraikan tentang deskripsi dan gambaran 
secara umum atas objek penelitian serta membahas dan 
menganalisis data-data yang didapat dari hasil perhitungan dan 
pengolahan dengan analisis regresi. 
Bab V  Kesimpulan dan Saran 
Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir dari hasil penelitian dan 
saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi 


















2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Dasar-Dasar Perpajakan 
2.1.1.1 Pengertian Pajak 
Beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang 
berbeda mengenai pajak. Namun demikian, berbagai definisi tersebut pada 
dasarnya memiliki tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak 
sehingga mudah dipahami. 
Menurut Soemitro dalam Muljono (2010:1), pengertian pajak adalah 
sebagai berikut: 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum. 
 
Djajadiningrat dalam Resmi (2008:1) menyatakan bahwa: 
Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagaian dari 
kekayaan kepada Negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan 
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai 
hukuman, menurut peraturan-peraturan yang diterapkan pemerintah 
serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara 
langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. 
 
Sedangkan definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2007 Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983  Tentang 
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut: 
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
 
Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 
lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:  






2. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah.  
3. Pajak bersifat dapat dipaksakan. 
4. Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh 
pembayar   pajak. 
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 
 
2.1.1.2 Fungsi pajak 
Pada dasarnya fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara. Menurut 
Resmi (2008:3), terdapat dua fungsi pajak yaitu : 
1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) 
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk 
membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. 
2. Fungsi Mengatur (Regulered) 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-
tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 
 
2.1.1.3 Jenis Pajak 
Suandy (2008:37) mengemukakan bahwa jenis pajak dapat 
dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu menurut sifat, golongan dan lembaga 
pemungutnya. 
1. Menurut sifatnya 
a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan 
pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib 





b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
(PPnBM) 
2. Menurut golongannya 
a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung 
sendiri oleh Wajib pajakdan tidak dapat dibebankan atau 
dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan 
b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan  kepada orang lain. Contoh : Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN). 
3. Menurut lembaga pemungutnya 
a. Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada 
pada pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai 
pengeluaran negara, dimana pelaksanaannya dilakukan oleh 
Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Contoh: 
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai. 
b. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada 
pada pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai 
pengeluaran daerah, dimana pelaksanaannya dilakukan oleh 








1) Pajak Propinsi 
Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di 
Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan 
Kendaraan di Atas Air. 
2) Pajak Kabupaten/Kota 
Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, 
Pajak Reklame, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan. 
 
2.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak 
Terdapat tiga asas pemungutan pajak (Mardiasmo, 2005:7), yaitu : 
1. Asas domisili (asas tempat tinggal) 
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 
seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, 
baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun berasal dari 
luar negeri. 
2. Asas sumber 
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 
penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat 
tinggal wajib pajak. 
3. Asas kebanggasaan 
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan 









2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2005:8) 
sebagai berikut : 
1. Official Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 
wajib pajak. 
Ciri-cirinya : 
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
fiskus. 
b. Wajib pajak bersifat pasif. 
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 
fiskus. 
2. Self Assessment System 
Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib 
Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 
Ciri-cirinya : 
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
Wajib Pajak sendiri. 
b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang. 
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
3. With Holding System 
Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 
ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 





Ciri -cirinya : 
Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak 
ketiga (pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah). 
2.1.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak 
Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua 
(Mardiasmo, 2005:9) yaitu  : 
1. Perlawanan enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan 
antara lain: 
a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 
b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. 
c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan 
baik. 
2. Perlawanan aktif 
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara 
langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak. 
Bentuknya antara lain : 
a. Tax avoidance yaitu usaha meringankan beban pajak dengan 
tidak melanggar undang-undang. 
b. Tax evasion yaitu meringankan beban pajak dengan cara yang 
melanggar undang-undang (menggelapkan pajak) 
 
2.1.2 Utang Pajak 
2.1.2.1 Timbulnya Utang pajak 
Pengertian utang pajak menurut Pasal 1 angka 8 (UU Penagihan Pajak) 






Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi 
administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum dalam 
surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
 
Menurut Resmi (2008:12) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang 
pajak (saat pengakuan adanya utang pajak) yaitu : 
1. Ajaran Materil 
Ajaran materil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena 
diberlakukannya undang-undang perpajakan. Seseorang dikenai pajak 
karena suatu keadaan atau perbuatan yang dapat menimbulkan utang 
pajak. Ajaran ini konsisten dengan penerapan self assessment sistem. 
2. Ajaran Formil 
Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena 
dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini 
konsisten dengan penerapan official assessment sistem. 
 
2.1.2.2 Berakhirnya Utang Pajak 
Menurut Suandy (2008:128) utang pajak akan berakhir atau terhapus 
apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : 
1. Pembayaran 
Pembayaran pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan 
surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran 
pajak dapat dilakukan di Kantor Kas Negara, Kantor Pos dan Giro atau di 
Bank Persepsi. 
2. Kompensasi 
Kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa 





dikompensasikan pada masa/tahun pajak berikutnya maupun 
dikompensasikan dengan pajak lainnya yang terutang. 
3. Daluwarsa 
Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hal ini untuk 
memberikan kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun fiskus, 
maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak. 
4. Penghapusan utang 
Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari Wajib Pajak yang 
bersangkutan, misalnya Wajib Pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-
pihak yang berwenang 
5. Pembebasan 
Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena 
ditiadakan. Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan 
kebijakan pemerintah. Misal dalam rangka meningkatkan penanaman 
modal maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka 
waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu. 
 
2.1.3 Penagihan Pajak 
2.1.3.1 Pengertian Penagihan Pajak 
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 
Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, yang dimaksud dengan 
penagihan pajak adalah sebagai berikut: 
Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan 
biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, 
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat 
paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 






2.1.3.2 Dasar Penagihan Pajak 
Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, 
perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Surat Ketepatan maupun Surat 
Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut ini : 
1. Surat Tagihan Pajak (STP) 
Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan 
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, 
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. 
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang 
telah ditetapkan. 
4. Surat Keputusan Pembetulan 
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 
yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat 
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi 
Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat 





Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan 
Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga. 
5. Surat Keputusan Keberatan 
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
6. Putusan Banding 
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
 
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (SPT) 
Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak 
tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian surat 
pemberitahuan atau karena ditemukan data fiskal yang tidak dilaporkan oleh 
Wajib Pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak 
yang dihitung dan dilaporkan dalam surat pemberitahuan yang bersangkutan 
tidak benar maka Direktorat Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang 
terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. Penerbitan surat ketetapan pajak harus diterbitkan 






























2.1.3.3 Tindakan Penagihan Pajak 
Sesuai dengan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia, maka 
tindakan penagihan pajak dilakukan setelah adanya pemeriksaan pajak dan 
setelah diterbitkannya Surat Ketetapan maupun Surat Keputusan Pajak (STP, 
SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang 









Pasal 36 (1) a KUP Pasal 36 (1) b KUP 
 





Tidak setuju terhadap 
pokok pajak tetapi 
jangka waktu 
penyampaian keberatan 









kembali ke MA 
Banding ke 
Pengadilan Pajak 









Menurut Suandy (2008:173) penagihan pajak dapat dikelompokkan 
menjadi 2 yaitu : 
1. Penagihan pajak pasif 
Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, 
SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang 
menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka 
waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti 
dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan 
surat teguran. 
2. Penagihan pajak aktif 
Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, 
dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti 
tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan 
sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan 
aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan 
penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan 
penyitaan, dan pengumuman lelang. 
 
2.1.3.4 Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan 
Penagihan Seketika dan Sekaligus, tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan 









Tahapan dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak 
 
       7 hari           21 hari 
 
   Jatuh tempo         2x24 jam 
 
14 hari             14 hari 
 
 
Kegiatan penagihan pajak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai 
dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan 
meliputi jangka waktu 58 hari. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1. Pejabat menerbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang 
sejenis apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam 
jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo. 
2. Selanjutnya surat paksa diterbitkan apabila dalam jangka waktu 21 hari 
setelah surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis 
diterbitkan namun penanggung pajak masih juga belum melunasi utang 
pajaknya. Kewajiban pajak sebagaimana tertuang dalam surat paksa 
harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam. 
3. Apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana 
tertuang dalam surat paksa yaitu 2x24 jam, maka pejabat dapat 
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). 
4. Empat belas hari setelah dilakukan penagihan pajak dengan Surat 
















belum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah 
tentang pengumuman lelang. 
5. Empat belas hari setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak 
masih belum juga melunasi utang pajaknya, pejabat melakukan penjualan 
barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara. 
 
2.1.4 Dasar Hukum Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
Penagihan pajak di Indonesia harus didasarkan pada hukum yang jelas 
dan mengikat, sehingga Wajib Pajak dan pihak yang terkait dapat mematuhinya. 
undang-undang dan peraturan serta keputusan-keputusan yang mengatur 
tentang  penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut : 
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. 
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak 
Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000. 
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 
Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penagihan Dengan Surat Paksa 
dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 85/PMK.03/2010. 
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika 






2.1.5 Surat Teguran 
Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sesuai 
dengan Pasal 1 angka 10 (UU Penagihan Pajak) adalah “surat yang diterbitkan 
oleh pejabat pajak untuk meneguur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak 
untuk melunasi untang pajaknya”. 
Sesuai Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 
bahwa tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan surat teguran, 
surat peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa pejabat 
setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. 
Penerbitan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis 
merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan 
pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan surat 
paksa. Apabila terdapat Wajib Pajak tidak pernah diberikan surat teguran, surat 
peringatan atau surat lain yang sejenis namun langsung diterbitkan dan diberikan 
surat paksa, maka secara yuridis surat paksa tersebut dianggap tidak ada karena 
tidak didahului dengan pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat 
lain yang sejenis. 
 
2.1.6 Surat Paksa 
2.1.6.1 Pengertian Surat Paksa 
 Surat paksa sesuai Pasal 1 huruf 21 (UU KUP) dan Pasal 1 huruf 12 (UU 
Penagihan Pajak) menyatakan bahwa “surat paksa adalah surat perintah 
membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. 
 Surat paksa berkepala kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa”. Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang 





eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu 
putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Dengan demikian, surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan 
putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding. 
 Dalam Pasal 7 ayat 2 (UU Penagihan Pajak), disebutkan bahwa surat 
paksa sekurang-kurangnya harus memuat : 
1. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan penanggung pajak. 
2. Dasar penagihan. 
3. Besarnya utang pajak. 
4. Perintah untuk membayar. 
 
2.1.6.2 Penerbitan Surat Paksa 
 Secara teori surat paksa diterbitkan setelah surat teguran, surat 
peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat. Menurut pasal 8 
(UU Penagihan Pajak) menyatakan bahwa surat paksa diterbitkan apabila: 
1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah 
diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang 
sejenis. 
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak 
seketika dan sekaligus, atau 
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum 









2.1.6.3 Pemberitahuan Surat Paksa 
Surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan 
penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak. Pemberitahuan surat 
paksa kepada penanggung pajak oleh jurusita pajak dilaksanakan dengan cara 
membacakan isi surat paksa dan kedua belah pihak menandatangani berita 
acara sebagai pernyataan bahwa surat paksa telah diberitahukan. Selanjutnya 
salinan surat paksa diserahkan kepada penanggung pajak dan surat paksa yang 
asli diserahkan disimpan di kantor pejabat.  
Pemberitahuan surat paksa dituangkan dalam berita acara yang 
sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa, nama 
jurusita pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan surat paksa.  
Berdasarkan Pasal 10 ayat 3 (UU Penagihan Pajak), surat paksa 
terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada: 
a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain 
yang memungkinkan.  
b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di 
tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak tidak dapat 
dijumpai. 
c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus 
harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan 
harta warisan belum dibagi. 
d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta 
warisan telah dibagi. 
Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 (UU Penagihan Pajak), surat paksa 





a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik 
modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat 
tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan, atau 
b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau di tempat usaha badan yang 
bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang 
sebagaimana dimaksud dalam huruf ( a ). 
Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan 
kepada kurator, hakim pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan jika Wajib 
Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, maka surat paksa diberitahukan 
kepada orang atau badan yang dibebani untuk pemberesan atau likuidasi. Jika 
tidak dapat dilaksanakan surat paksa disampaikan melalui pemerintah daerah 
setempat.  
Dalam hal Wajib Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, 
atau tempat kedudukannya, maka penyampaian surat paksa dilaksanakan 
dengan cara menempelkan surat paksa pada papan pengumuman kantor 
pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara 
lain yang ditetapkan oleh keputusan menteri atau keputusan kepala daerah. 
 
2.2 Penelitian Terdahulu 
Penelitian mengenai tindakan penagihan pajak dengan surat paksa 
memang sudah banyak dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu 
yang berkaitan dengan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa yang 
























Wajib Pajak Aktif, 
Pencairan 
Tunggakan Pajak                 
  
Jumlah surat paksa yang 
diterbitkan dan jumlah wajib 








pencairan tunggakan pajak 
dipengaruhi oleh jumlah 
surat paksa yang diterbitkan 
























Berdasarkan uji simultan, 
pemeriksaan dan kepatuhan 
atas penagihan dengan 
surat paksa berpengaruh 
signifikan terhadap 
pencairan tunggakan pajak. 
Sementara berdasarkan uji 
parsial, pemeriksaan 
berpengaruh terhadap 
pencairan tunggakan pajak 
tetapi kepatuhan atas 
penagihan dengan surat 
paksa tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
pencairan tunggakan pajak. 
Koefisien determinasi 
menujukkan 55,6% 
pencairan tunggakan pajak 
dipengaruhi oleh 
pemeriksaan dan kepatuhan 



















Penelitian ini menunjukkan 
bahwa penagihan pajak 
dengan surat paksa 
mempunyai hubungan yang 
positif serta berpengaruh 
signifikan terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak. 
Selain itu, koefisien 
determinasi menunjukkan 
bahwa 41% kepatuhan 
wajib pajak dipengaruhi oleh 
penagihan pajak dengan 





2.3 Kerangka Penelitian 
Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak 
tentu sangat diharapkan sesuai dengan kerangka sistem self assessment yang 
dianut dalam undang-undang perpajakan sejak tahun 1983 yang memberikan 
kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 
menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Akan tetapi dalam kenyataanya, 
masih banyak Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang 
pajak berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan. Tidak dibayarnya 
utang pajak maka akan menimbulkan tunggakan pajak. Untuk menegakkan 
ketentuan undang-undang pajak yang ada maka dilakukan tindakan penagihan 
pajak. 
Tindakan penagihan terhadap utang pajak yang dilakukan berdasarkan 
Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat 
Paksa mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa agar Wajib Pajak 
mau melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan pajak berdasarkan urutan 
proses dan waktu pelaksanaanya dimulai dengan menerbitkan surat teguran 
setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Selanjutnya diterbitkan 
surat paksa setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran dan akan diikuti 
dengan penyitaan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dalam 
jangka waktu 2 x 24 jam. Biasanya Wajib Pajak akan segera melunasi utang 
pajaknya setelah diterbitkan surat paksa karena jika sampai dilakukan penyitaan 
maka akan merusak kredibilitas Wajib Pajak tersebut, sehingga Wajib Pajak akan 
melunasi tunggakan pajaknya. 
Berdasarkan uraian penjelasan di atas dapat dituangkan dalam suatu 



















2.4 Hipotesis Penelitian 
Penagihan pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 
Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 
mengatur bahwa setelah lewat 7 hari jatuh tempo tunggakan pajak, tetapi Wajib 
Pajak belum melunasi utang pajak maka akan diterbitkan surat teguran. Ini 
bermaksud untuk mengingatkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya 
dan hanya bersifat persuasif karena belum ada sanksi hukum. Setelah lewat 21 
hari sejak diterbitkannya surat teguran, Wajib Pajak belum juga melunasi utang 
pajaknya maka langkah selanjutnya yaitu dengan menerbitkan surat paksa. Surat 
paksa memiliki kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang 
sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, surat paksa langsung 
dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan. 
Tunggakan Pajak 
Penagihan Pajak 
Surat Teguran Surat Paksa 





Tujuan diterbitkannya surat paksa sebagaimana pengertian yang 
dicantumkan dalam undang-undang adalah untuk menagih utang pajak. Setelah 
diterbitkannya surat paksa, diharapkan penanggung pajak segera melunasi utang 
pajaknya. Jika kepada Wajib Pajak yang telah ditebitkan surat paksa belum juga 
melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam, maka akan dilakukan 
penyitaan. Biasanya Wajib Pajak akan merasa takut, sehingga mereka akan 
melunasi tunggakan pajaknya baik secara langsung maupun angsuran yang 
tentunya akan mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. 
Oleh karena itu, peneliti menduga ada pengaruh antara surat teguran dan 
surat paksa yang diterbitkan terhadap pencairan tunggakan pajak. Dugaan ini 
didasarkan karena selama ini Direktorat Jenderal Pajak belum mampu membuat 
masyarakat patuh akan pajak. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan 
hipotesis sebagai berikut : 
Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan  antara surat teguran dan surat 
paksa  terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Barat. 
H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan  antara surat teguran dan surat 

















1.1 Rancangan Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 
dengan penekanan pada pengujian teori melalui pengukuran variable-variabel 
penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. 
Peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menguji dan memberikan 
gambaran bagaimana pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap 
pencairan tunggakan pajak. Analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang 
digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau 
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi 
(Sugiyono, 2010:206). Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan atas 
pertimbangan bahwa penelitian ini akan menguraikan dan menjelaskan data-data 
yang telah diolah dan dianalisis. 
 
1.2 Tempat Penelitian 
Tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Makassar Barat yang beralamat di Jalan Balaikota Nomor 15 Makassar. Tempat 
penelitian tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa baik data maupun 
informasi yang dibutuhkan mudah diperoleh serta relevan dengan pokok 








1.3 Populasi dan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010;115). Populasi 
penelitian ini adalah Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. 
Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara 
tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang 
dianggap bisa mewakili populasi (Hasan, 2002:84). Sampel yang diambil oleh 
peneliti adalah Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak selama 3 tahun 
terakhir (tahun 2009-2011) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Barat. 
 
1.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Sesuai dengan rumusan masalah, untuk melihat pengaruh penagihan 
pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan 
pajak maka variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan 
tiga variabel yang terdiri atas dua variabel independen (bebas) dan satu variabel 
dependen (terikat) yaitu: 
a. Surat Teguran (X1) 
Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh KPP untuk menegur atau 
memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. 
Variabel surat teguran yang diterbitkan dilihat dari banyaknya jumlah 







b. Surat Paksa (X2) 
Surat Paksa adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh KPP dan 
dilakukan oleh juru sita untuk memaksa Wajib Pajak melunasi utang pajak 
dalam jangka waktu tertentu. Penagihan pajak dengan surat paksa, 
dalam hal ini dilihat dari jumlah surat paksa yang diterbitkan. 
c. Pencairan Tunggakan Pajak (Y) 
Pencairan tunggakan pajak adalah segala bentuk pencairan yang 
berkaitan dengan tunggakan pajak yang disetorkan ke kas negara yang 
dapat berupa pembayaran, penghapusan, pemindahbukuan, maupun 
keberatan. Variabel pencairan tunggakan pajak dilihat dari jumlah 
pembayaran atas pajak yang terutang yang didasarkan pada STP, SKP, 
SKPKB, SKPKBT. 
 
1.5 Instrumen Penelitian dan Pengumpulan Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat 
berupa laporan kinerja seksi penagihan, laporan penerimaan pajak, serta data-
data lain yang terkait.  
Data-data yang nantinya akan dianalisis dan ditarik kesimpulan, 
dikumpulkan dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik 
pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah dokumentasi. Pengumpulan data tersebut diperoleh dari dokumen-
dokumen yang merupakan data olahan dari instansi terkait. Selain itu, data yang 
digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan 






1.6 Analisis Data 
Aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam menganalisis data pada 
penelitian ini adalah Statistical Product and Service Solution (SPSS). Metode-
metode yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 
1.6.1 Uji Asumsi Klasik 
Dalam penggunaan regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang 
menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik dari model regresi yang 
diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa. Dengan terpenuhinya asumsi 
asumsi tersebut maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati 
atau sama dengan kenyataannya. klasik. Asumsi-asumsi dasar itu dikenal 
sebagai asumsi klasik yaitu sebagai berikut : 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data pada persamaan 
regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak 
normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel 
bebas dan variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal 
sama sekali. 
2. Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi yang 
tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier 
berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel 
bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel 






3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari observasi yang satu 
dengan observasi yang lain. Jika varians tetap maka disebut 
homoskedastisitas dan jika berbeda maka terjadi problem 
heteroskedastisitas. 
4. Uji Autokorelasi  
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada 
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
pengganggu pada periode sebelumnya (t-1).  
 
1.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda 
Menurut Sugiono (2010:277) bahwa “analisis regresi berganda digunakan 
untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila 
dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik 
turunkan nilainya)”. Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah 
variabel independennya minimal dua.  
Rumus linier berganda ditunjukkan oleh persamaan : 
Y = a + b1X1 + b2X2 + e 
Dimana : 
Y = Jumlah pencairan tunggakan pajak 
a = Kostanta 
b1 = Koefisien surat teguran 
b2 = Koefiisen surat paksa 





X2 = Surat paksa 
e = Faktor Pengganggu  
 
1.6.3 Uji Hipotesis 
1. Uji Parsial ( t-test) 
Uji signifikansi secara parsial atau sering kali disebut uji t bertujuan untuk 
melihat pengaruh variabel-variabel independen secara individual terhadap 
variabel dependen. 
Dasar pengambilan keputusan : 
a. Dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel 
Apabila t hitung < t tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak 
Apabila t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima  
b. Dengan melihat nilai probabilitas singnifikan 
Apabila nilai probabilitas singnifikan > 0,05 maka H0 diterima dan 
H1 ditolak. 
Apabila nilai probabilitas singnifikan < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 
diterima. 
2. Uji Simultan (F-test) 
Uji signifikansi simultan atau sering kali disebut uji F bertujuan untuk 
melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap 
variabel terikat. 
Dasar pengambilan keputusan : 
a. Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel 
Apabila F hitung < F tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak 






b. Dengan melihat nilai probabilitas singnifikan 
Apabila nilai probabilitas singnifikan > 0,05 maka H0 diterima dan 
H1 ditolak. 
Apabila nilai probabilitas singnifikan < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 
diterima 
3. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi merupakan ukuran kesesuaian garis regresi linier 
berganda terhadap suatu data (Hasan, 2002:270). Nilai koefisien 
determinasi adalah antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 besarnya 
koefisien determinasi suatu persamaan regresi, semakin kecil pula 
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan kata 
lain semakin kecil kemampuan model regresi yang dihasilkan dalam 
menjelaskan perubahan nilai variabel dependen. Sebaliknya, semakin 
mendekati 1 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, 
semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen. Dengan kata lain semakin besar kemampuan model regresi 

















4.1 Deskripsi Objek Penelitian 
4.1.1 Sejarah Terbentuknya KPP Pratama Makassar Barat 
Genderang modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, 
melahirkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat sesuai dengan 
Peraturan Menteri Keuangan No.67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat merupakan hasil pemecahan dari 
Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. Terhitung mulai tanggal 27 Mei 2008 
sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Makassar Barat efektif beroperasi dan resmi di-launching oleh Menteri Keuangan 
pada tanggal 9 Juni 2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat 
terletak di Jalan Balaikota Nomor 15 Makassar menempati bekas gedung Kantor 
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Makassar. Adapun wilayah yang menjadi 
wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat terdiri dari 4 
Kecamatan, yaitu Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mariso, Kecamatan 
Mamajang dan Kecamatan Tamalate. Setiap kecamatan memiliki beberapa 
kelurahan, yakni : 
1. Kecamatan Ujung Pandang 
a. Kelurahan/Desa Baru 
b. Kelurahan/Desa Bulogading 
c. Kelurahan/Desa Lae-Lae 
d. Kelurahan/Desa Losari 






f. Kelurahan/Desa Mangkura 
g. Kelurahan/Desa Sawerigading 
h. Kelurahan/Desa Lajangiru 
i. Kelurahan/Desa Pisang Selatan 
j. Kelurahan/Desa Pisang Utara 
2. Kecamatan Mariso 
a. Kelurahan/Desa Kampung Buyang 
b. Kelurahan/Desa Mattoangin 
c. Kelurahan/Desa Panambungan 
d. Kelurahan/Desa Mariso 
e. Kelurahan/Desa Lette 
f. Kelurahan/Desa Kunjung Mae 
g. Kelurahan/Desa Mario 
h. Kelurahan/Desa Bontorannu 
i. Kelurahan/Desa Tamarunang 
3. Kecamatan Mamajang 
a. Kelurahan/Desa Baji Mappakasunggu 
b. Kelurahan/Desa Maricaya Selatan 
c. Kelurahan/Desa Pa Batang 
d. Kelurahan/Desa Bonto Biraeng 
e. Kelurahan/Desa Labuang Baji 
f. Kelurahan/Desa Mamajang Luar 
g. Kelurahan/Desa Bonto Lebang 
h. Kelurahan/Desa Parang 
i. Kelurahan/Desa Karang Anyar 





k. Kelurahan/Desa Tamparang Keke 
l. Kelurahan/Desa Mamajang Dalam 
m. Kelurahan/Desa Mandala 
4. Kecamatan Tamalate 
a. Kelurahan/Desa Mangasa 
b. Kelurahan/Desa Mannuruki 
c. Kelurahan/Desa Pa Baeng-Baeng 
d. Kelurahan/Desa Bongaya 
e. Kelurahan/Desa Jongaya 
f. Kelurahan/Desa Balang Baru 
g. Kelurahan/Desa Maccini Sombala 
h. Kelurahan/Desa Parang Tambung 
i. Kelurahan/Desa Barombong 
j. Kelurahan/Desa Tanjung Merdeka 
Pada awal mula beroperasi KPP Pratama Makassar Barat terdiri dari 1 
Pjs. Kepala Kantor, 10 Pjs. Kepala Seksi, 11 Account Representative dan 54 
Pelaksana. Selanjutnya dengan diterbitkannya SK Mutasi untuk Eselon IV 
No.KEP-128/PJ/UP.53/2008 tanggal 9 Juni 2008 dan Mutasi/Pengangkatan 
pertama Fungsional pemeriksa pajak serta dengan adanya pegawai yang 
pensiun, maka sampai dengan penyelesaian mapping ini, KPP Pratama 
Makassar Barat terdiri dari 1 Pjs. Kepala Kantor, 8 Orang Kepala Seksi, 7 
Fungsional Pemeriksa Pajak, 1 Fungsional Penilai, 10 Account Representative 








Visi, misi dan nilai dari Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut: 
1. Visi 
Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi 
perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat 
dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. 
2. Misi 
Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-undang 
perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan 
anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi 
perpajakan yang efektif dan efisien. 
3. Nilai 
a. Integritas 
Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh 
kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan 
bertindak jujur, konsisten dan menepati janji. 
b. Profesionalisme 
Memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan 
pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-
norma profesi, etika dan sosial. 
c. Inovasi 
Memiliki pikiran yang bersifat terobosan dan/atau alternatif 
pemecahan masalah yang kreatif, dengan mempertahankan aturan 
dan norma yang berlaku. 
d. Teamwork 
Memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan orang/pihak lain, 





Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama ada kegiatan yang disebut 
ekstensifikasi Wajib Pajak, sehingga jumlah wajib pajaknya dapat selalu 
bertambah seirama dengan pertambahan orang pribadi yang memperoleh 
penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) atau melakukan 
kegiatan usaha di wilayah kerjanya. Dengan demikian, jenis wajib pajak yang 
dikelola terdiri atas orang pribadi, badan, maupun sebagai pemotong atau 
pemungut pajak (seperti bendaharawan instansi pemerintah). Jenis pajak yang 
dikelola di KPP pratama, yakni pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai 
(PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), bea materai, pajak bumi dan 
bangunan (PBB), dam bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). 
Berdasarkan kegiatan di atas, karakteristik KPP Pratama Makassar Barat adalah: 
1. Merupakan penggabungan dari tiga unit kantor pajak sebelumnya, yaitu 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
Bangunan (KPPBB), dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak; 
Sasaran dari pembentukan dan penggabungan pengoperasian kantor 
wilayah dan kantor pelayanan pajak dengan administrasi modern adalah: 
a. Maksimalisasi penerimaan pajak. 
b. Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak. 
c. Memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP) mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi. 
d. Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses 
pemungutan pajak. 
e. Karyawan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dianggap sebagai 
karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan professional. 





g. Wajib pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses 
informasi yang diperlukan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan 
h. Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak. 
2. Struktur organisasi umumnya sama dengan KPP wajib pajak besar dan 
kantor pelayanan pajak (KPP) madya, hanya saja dengan penambahan 
satu seksi yaitu seksi ekstensifikasi perpajakan. 
3. Sistem administrasi perpajakan yang digunakan gabungan Sistem 
Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), Sistem Informasi Perpajakan 
Modifikasi (SIPMOD) dan sistem manajemen informasi objek pajak 
(SISMIOP). 
4. Mengadministrasikan seluruh jenis pajak yang dikelola Direktorat 
Jenderal Pajak (PPH, PPN, PPnBM, bea materai, PBB dan BPHTB) dan 
5. Account Representative (AR) ditugaskan untuk mengawasi wilayah 
tertentu atau wajib pajak tertentu yang berada dalam wilayah kerja kantor 
pelayanan pajak (KPP) yg bersangkutan.  
Dan perlu untuk diketahui, bahwa sebagai suatu bentuk yang diharapkan 
menjadi model kantor pelayanan di bidang perpajakan ke depan, keunggulan 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah: 
a. Pelayanan satu atap (peningkatan pelayanan kepada wajib pajak) 
b. Program intensifikasi dan ekstensifikasi bisa lebih maksimal (adanya 
Account Representative yang mengawasi seluruh kegiatan wajib pajak di 
daerah/wilayah tertentu); dan 
c. Penggalian potensi wajib pajak orang pribadi bisa lebih ditingkatkan 
(strategis Direktorat Jenderal pajak ke depan adalah fokus ke Wajib Pajak 
Orang Pribadi). Sebagai gambaran bisa kita lihat kontribusi Wajib Pajak 





4.1.2 Struktur Organisasi 
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat 
secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini: 
 
Gambar 4.1 













Sumber : Subbagian Umum KPP Pratama Makassar Barat 
Struktur organisasi merupakan hal penting dalam perusahaan, yang 
menggambarkan hubungan wewenang antara atasan dan bawahan. Masing-
masing fungsi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang melekat sesuai 
dengan ruang lingkup pekerjaannya agar tujuan dan sasaran dapat tercapai 
melalui efisiensi dan efektivitas kerja.  
Pengertian organisasi secara luas merupakan penentuan 
pengelompokkan serta pengaturan dari berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan. 
Organisasi harus dapat menampung dan mengatasi perusahaan. Pada 

























tujuan tersebut dibagi ke unit yang terkecil atau sub unit organisasi. Dengan 
demikian struktur organisasi dapat mencerminkan tanggung jawab dan 
wewenang yang jelas dan didukung urusan tugas yang baik, sehingga dapat 
menunjang tercapainya tujuan perusahaan. 
Uraian jabatan instansi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Barat adalah sebagai berikut: 
1. Kepala Kantor 
Kepala Kantor bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan 
pengendalian serta menjalankan fungsi kepemimpinan di wilayah KPP 
Pratama Makassar Barat terhadap berbagai kegiatan alam ruang lingkup 
KKP Pratama Makassar Barat.  
2. Subbagian Umum 
Subbagian Umum bertugas untuk mengelola administrasi kepegawaian, 
rumah tangga kantor dan keuangan. 
a. Bagian Kepegawaian 
Bertugas melaksanakan urusan kepegawaian antara lain 
menatausahakan surat masuk dan surat keluar, pengetikan, 
penataan/penyusunan arsip dan dokumen. 
b. Bagian Rumah Tangga 
Bertugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan 
kantor dengan cara merencanakan kebutuhan, mengatur pengadaan 









c. Bagian Keuangan 
Bertugas melaksanakan urusan pelayanan keuangan dengan cara 
menyusun rencana kerja keuangan atau menyusun Daftar Usulan 
Kegiatan dan memproses surat permintaan pembayaran. 
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 
Tugas dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi adalah pemrosesan dan 
penatausahaan dokumen masuk di seksi PDI, penatausahaan alat 
keterangan, penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi 
pajak, pembentukan dan pemanfaatan bank data, pembuatan Laporan 
Penerimaan PBB/BPHTB, dan penyelesaian bagi hasil penerimaan PBB. 
4. Seksi Pelayanan 
Tugas dari Seksi pelayanan adalah: 
a. Pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP serta penghapusan NPWP 
dan pencabutan PKP. 
b. Perubahan identitas WP. 
c. Penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan dan Masa, serta surat 
lainnya. 
d. Permohonanan pencetakan salinan SPPT/SKP/STP. 
e. Pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan. 
f. Penerbitan SKP. 
g. Penatausahaan dokumen masuk di pelayanan dan dokumen WP. 
5. Seksi Penagihan 
Seksi penagihan bertugas untuk melaksanakan penagihan pajak seketika 
dan sekaligus, penerbitan dan penyampaian surat teguran dan surat 
paksa, pelaksanaan lelang, melakukan konfirmasi data tunggakan pajak, 





pengawasan tunggakan pajak dan STP/SKP wajib pajak, dan 
pengarsipan berkas tunggakan wajib pajak. 
6. Seksi Ekstensifikasi 
Seksi ekstensifikasi bertanggung jawab terhadap pendaftaran objek pajak 
baru dengan penelitian kantor dan lapangan, penerbitan himbauan ber-
NPWP, pencarian data potensi perpajakan, pelaksanaan penilaian 
individual objek PBB, pemeliharaan data objek dan subjek PBB, 
penyelesaian mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek PBB, 
penyelesaian permohonan penundaan pengembalian SPOP, dan 
penyelesaian permohonan surat keterangan NJOP. 
7. Seksi Pemeriksaan 
Seksi pemeriksaan  bertanggung jawab terhadap penyelesaian SPT 
tahunan PPh lebih bayar, penyelesaian permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan 
pajak pertambahan nilai (PPN) untuk selain WP patuh, penyelesaian 
usulan pemeriksaan dan usulan pemeriksaan bukti permulaan, dan 
penatausahaan laporan hasil pemeriksaan dan nota hitung. 
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I sd. IV 
Seksi Pengawasan dan Konsultasi bertanggung jawab terhadap 
pemberian bimbingan kepada WP, menjawab surat yang berkaitan 
dengan konsultasi teknis perpajakan bagi WP, penetapan WP patuh, 
pemutakhiran profil WP, penyelesaian permohonan WP, penyelesaian 
pemindahbukuan dan pemindahbukuan ke KPP lain, penyelesaian 
penghitungan lebih bayar, dan pelaksanaan penelitian dan analisis 






9. Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok jabatan fungsional ini terdiri dari Fungsional Pemeriksa Pajak 
dan Fungsional Penilai PBB. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai 
tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-
masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
4.1.3 Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Barat 
Hingga akhir tahun 2011, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Barat memiliki 78.980 Wajib Pajak terdaftar dan hanya 77.404 Wajib Pajak yang 
efektif, yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan 
Wajib Pajak Bendaharawan, dengan rincian sebagaimana dipaparkan dalam 
tabel 4.1 berikut ini: 
Tabel 4.1 
Jumlah Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat 
 
JENIS WP 
SD DES 2009 SD DES 2010 SD DES 2011 
TERDAFTAR EFEKTIF TERDAFTAR EFEKTIF TERDAFTAR EFEKTIF 
BADAN                 8,045  
                 
7,835  
                 
8,607  
                 
8,397  
                 
8,979  
                 
8,734  
BENDAHARAWAN                 1,521  
                 
1,521  
                 
1,529  
                 
1,529  
                 
1,550  
                 
1,529  
ORANG PRIBADI               55,762  
               
54,483  
               
65,427  
               
64,147  
               
68,451  
               
67,141  
Grand Total               65,328  
               
63,839  
               
75,563  
               
74,073  
               
78,980  
               
77,404  
Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Barat 
 
4.1.4 Rencana Dan Realisasi Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Makassar 
Barat 
Berikut ini adalah tabel rencana dan realisasi penerimaan pajak di Kantor 







 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2009-2011 
 
TAHUN RENCANA PENERIMAAN REALISASI PENERIMAAN  
2009                         269,216,013,731  
                         
280,795,039,225  
2010                         325,220,500,221  
                         
308,441,468,602  
2011                         368,499,027,330  
                         
398,524,114,517  
Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Makassar Barat 
 
4.1.5 Kondisi Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Makassar Barat 
Berikut adalah data mengenai kondisi tunggakan pajak di KPP Pratama 
Makassar Barat yang disajikan dalam tahun 2009-2011: 
Tabel 4.3 
Perkembangan Tunggakan Pajak Tahun 2009-2011 
 
TAHUN JUMLAH TUNGGAKAN PAJAK 
2009                                   39,186,253,000  
2010                                   39,712,185,000  
2011                                   40,499,029,000  
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Barat 
Tunggakan pajak yang ada di KPP Pratama Makassar Barat berasal dari 
STP/SKPKB/SKPKBT yang belum lunas dan telah lewat tanggal jatuh tempo, 
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, 
Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus 
dibayar bertambah. Penambahan jumlah tunggakan berasal dari kenaikan 








4.2 Deskripsi Data  
 Sebelum melakukan pengolahan data dan pengujian hipotesis terlebih 
dahulu akan dijabarkan data yang akan diolah mengenai jumlah surat teguran 
dan jumlah surat paksa yang diterbitkan serta pencairan tunggakan pajak yang 
dilihat dari jumlah pembayaran atas pajak yang terutang yang didasarkan pada 
STP, SKPKB, SKPKBT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat dari 
tahun 2009 sampai 2011. 
 
Tabel 4.4 
Jumlah Surat Teguran yang Diterbitkan,  Jumlah Surat Paksa yang 
Diterbitkan dan Pencairan Tunggakan Pajak  
(Tahun 2009-2011) 
 
(dalam ribuan rupiah) 
BULAN 
Jumlah Surat Teguran Jumlah Surat Paksa Pencairan Tunggakan 
yang Diterbitkan (X1) yang Diterbitkan (X2) Pajak (Y) 
Januari (2009) 613 7                         1,631,603  
Februari 220 10                            252,779  
Maret 278 9                            437,220  
April 384 20                            454,471  
Mei 375 11                            422,094  
Juni 318 4                            689,325  
Juli 127 6                            130,261  
Agustus 317 9                            832,096  
September 328 12                            426,580  
Oktober 268 10                            356,994  
November 450 6                            523,485  











 (dalam ribuan rupiah) 
BULAN 
Jumlah Surat Teguran Jumlah Surat Paksa Pencairan Tunggakan 
yang Diterbitkan (X1) yang Diterbitkan (X2) Pajak (Y) 
Januari (2010) 157 25                            481,543  
Februari 357 2                         1,646,365  
Maret 124 23                            592,085  
April 815 23                            643,083  
Mei 120 26                            397,838  
Juni 236 24                            176,496  
Juli 310 42                            650,621  
Agustus 165 38                            540,029  
September 288 41                            451,087  
Oktober 325 38                            681,776  
November 125 36                            537,016  




(dalam ribuan rupiah) 
BULAN 
Jumlah Surat Teguran Jumlah Surat Paksa Pencairan Tunggakan 
yang Diterbitkan (X1) yang Diterbitkan (X2) Pajak (Y) 
Januari (2011) 509 15                         1,011,919  
Februari 677 98                         2,798,757  
Maret 67 92                            569,335  
April 452 60                            835,674  
Mei 486 65                            794,799  
Juni 435 73                            571,036  
Juli 156 66                            294,433  
Agustus 494 18                            567,372  
September 2344 26                            365,047  
Oktober 257 21                            655,609  
November 634 10                            913,627  
Desember 2365 98                         5,904,352  









4.3 Pengujian Hipotesis 
4.3.1 Statistik Deskriptif 
 Hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel disajikan dalam tabel 







Sumber : Data Sekunder yang Diolah 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah sampel yang digunakan 
adalah sebanyak 36 sampel. Selain itu, dalam tabel diatas menunjukkan: 
Rata-rata jumlah pencairan tunggakan pajak adalah 867655.4722 dengan 
standar deviasi 1.01598E6 
Rata-rata jumlah surat teguran yang diterbitkan adalah 444.5833 dengan standar 
deviasi 501.09551 
Rata-rata jumlah surat paksa yang diterbitkan adalah 30.3611 dengan standar 
deviasi 27.21780 
 
4.3.2 Pengujian Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi 
telah memenuhi kriteria atau tidak terjadi penyimpangan yang cukup serius. Oleh 
karena itu sebelum membuat model regresi terlebih dahulu dilakukan uji asumsi 




 Mean Std. Deviation N 
Pencairan Tunggakan 
Pajak 
867655.4722 1.01598E6 36 
Surat Teguran 444.5833 501.09551 36 





1. Uji Normalitas 
Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data yang 
artinya data tersebut harus terdistribusi secara normal. Ada beberapa cara yang 
bisa dilakukan dalam uji normalitas tetapi yang paling umum digunakan adalah 
Normal P-P Plot.  
Pada Normal P-P Plot prinsip normalitas dapat dideteksi dengan melihat 
penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat 
histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan: 
a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 
diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 
maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 
garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 
normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
Untuk mendeteksi adanya normalitas, maka pada gambar 4.2 dibawah ini 
akan disajikan grafik hasil pengujian normalitas. 
Gambar 4.2 

















Dari gambar 4.2 terlihat bahwa data (titik) menyebar di sekitar garis 
diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat 
disimpulkan bahwa data yang diolah adalah data yang berdistribusi normal yang 
artinya uji normalitas terpenuhi. 
 
2. Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi yang 
tinggi antar variabel bebas (independent) dalam suatumodel regresi. Model 
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 
independen. Untuk menentukan ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari 
nilai Inflation Factor (VIF) pada model regresi. Apabila nilai VIF > 5, terjadi 
multikolinieritas. Sebaliknya, jika VIF < 5, tidak terjadi multikolinearitas.  
Untuk analisisnya dengan SPSS, disajikan output pada tabel 
"Coefficients"  berikut ini: 
Tabel 4.6 







Sumber : Data Sekunder yang Diolah 
Dengan menggunakan besaran tolerance (α) dan variance inflation factor 
(VIF) dapat dilihat bahwa VIF surat teguran dan surat paksa adalah 1.084 < 5 
dan semua tolerance variabel bebas (0.922 = 92%) diatas 5% sehingga dapat 





1 Surat Teguran .922 1.084 
Surat Paksa .922 1.084 






3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui adanya 
ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan hasil 
output SPSS melalui garfik scatterplot antar Z prediction (ZPRED) yang 
merupakan variabel bebas dan nilai residulnya (SRESID) merupakan variabel 
terikat. Dasar analisisnya adalah sebagai berikut:  
a. Jika pada scatterplot titik-titiknya membentuk pola tertentu yang teratur 
(bergelombang, melebar maupun menyempit), maka mengindikasikan 
telah terjadi heteroskedastisitas.  
b. Jika pada scatterplot titik-titiknya menyebar di atas maupun di bawah 
angka 0 pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur, maka 
tidak terjadi heteroskedastisitas (homoskedastisitas). 
Berikut disajikan grafik hasil pengujian heteroskedastisitas : 
Gambar 4.3 








Sumber : Data Sekunder yang Diolah 
Analsis hasil output SPSS (gambar scatterplot) diatas didapatkan titik-titik 





Jadi kesimpulannya variabel bebas diatas tidak terjadi heteroskedastisitas atau 
bersifat homoskedastisitas. 
4. Uji Autokorelasi 
Persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki masalah autokorelasi 
karena jika terjadi maka persamaan tersebut tidak layak dipakai prediksi. 
Masalah autokorelasi timbul jika ada korelasi secara linier antara kesalahan 
pengganggu periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya). 
Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi 
dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Nilai Durbin-Watson dibawah -2 (DW < -2) berarti terjadi autokorelasi 
positif. 
b. Nilai Durbin-Watson berada diantara -2 dan 2 (-2 ≤ DW ≤ 2) berarti tidak 
terjadi autokorelasi. 
c. Nilai Durbin-Watson diatas 2 (DW > 2) berarti terjadi autokorelasi negatif. 
Pada tabel 4.7 dibawah ini akan disajikan hasil pengujian autokorelasi: 
Tabel 4.7 




a. Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat 
Teguran 
b. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan 
Pajak 
 
 Dari hasil olah data diatas, ditemukan Durbin-Watson test yaitu 1.527 dan 
DW berada diantara -2 dan 2 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut 





5.4.3  Analisis Regresi Berganda 
Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh signifikan antara dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel 
terikat baik secara parsial maupun simultan. Berdasarkan hasil perhitungan 
melalui SPSS 17 diperoleh output sebagai berikut: 
Tabel 4.8 
Output Regresi Linier Berganda 
Sumber : Data Sekunder yang Diolah 
Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka diperoleh persamaan regresi 
berganda: 
Y = 54221.059 + 1021.057X1 + 11840.459X2 
Dari persamaan regresi tersebut, terlihat bagaimana pengaruh surat 
teguran (X1) dan surat paksa (X2) terhadap pencairan tunggakan pajak (Y). Hasil 
diatas memberikan pemahaman bahwa jika tidak terjadi penerbitan surat teguran 
dan surat paksa maka besarnya pencairan tunggakan pajak diprediksi sebesar 
54221.059 berdasarkan nilai kostanta (a). Selanjutnya nilai koefisien regresi surat 
teguran (b1) = 1021.057 menunjukkan bahwa setiap penambahan/penurunan 
satu satuan surat teguran maka akan meningkatkan/menurunkan pencairan 
tunggakan pajak sebesar 1021.057 satuan. Demikian pula dengan nilai koefisien 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 54221.059 211840.026  .256 .800 
Surat Teguran 1021.057 274.213 .504 3.724 .001 
Surat Paksa 11840.459 5048.420 .317 2.345 .025 





penambahan/penurunan satu satuan surat paksa maka akan 
meningkatkan/menurunkan pencairan tunggakan pajak sebesar 11840.459 
satuan. 
 
4.3.4 Uji Parsial (t-test) 
Uji parsial (individu) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual. Berikut ini akan 
dijelaskan pengujian masing-masing variabel secara parsial. 
a. Variabel surat teguran (X1) 
Hipotesis:  
Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara surat teguran 
terhadap pencairan tunggakan pajak. 
H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara surat teguran terhadap 
pencairan tunggakan pajak. 
Pengambilan keputusan: 
1. Membandingkan t hitung dengan t table 
Dari tabel 4.8 diperoleh nilai t hitung > t table yaitu 3.724 > 2.035 
maka Ho ditolak. 
2. Berdasarkan tingkat signifikansi 
Berdasarkan tabel 4.8 terlihat nilai signifikansi surat teguran = 
0.001 < 0.05 maka Ho ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti 
jumlah surat teguran yang diterbitkan berpengaruh terhadap 








b. Variabel surat paksa (X2) 
Hipotesis:  
Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara surat paksa 
terhadap pencairan tunggakan pajak. 
H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara surat paksa terhadap 
pencairan tunggakan pajak. 
Pengambilan keputusan: 
1. Membandingkan t hitung dengan t table 
Dari tabel 4.8 diperoleh nilai t hitung > t table yaitu 2.345 > 2.035 
maka Ho ditolak. 
2. Berdasarkan tingkat signifikansi 
Berdasarkan tabel 4.8 terlihat nilai signifikansi surat paksa = 0.025 
< 0.05 maka Ho ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti jumlah 
surat paksa yang diterbitkan berpengaruh terhadap pencairan 
tunggakan pajak. 
 
4.3.5 Uji Simultan (F-test) 
Pengujian hipotesis secara bersama-sama dilakukan dengan 
menggunakan Uji F. Uji F dilakukan untuk menguji hubungan signifikansi antara 
variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan. Untuk mendapatkan hasil 
yang menyakinkan maka akan dilakukan pengujian Fhitung dan Ftabel dengan 










Output Uji F 
Sumber : Data Sekunder yang Diolah 
Berdasarkan output SPSS diperoleh nilai Fhitung > Ftabel (13.135 > 3.285) 
maka Ho ditolak dengan kata lain terdapat pengaruh antara surat teguran dan 
surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak secara simultan. Selain itu 
dapat dilihat nilai signifikansi = 0.000 < 0.05 maka Ho ditolak atau dapat 
dikatakan koefisien regresi signifikan. 
 
4.3.6 Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa besar 
peranan variabel bebas (independen) yaitu surat teguran dan surat paksa secara 
bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat 
(dependen). Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut: 
Tabel 4.10 










Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1.601E13 2 8.006E12 13.135 .000a 
Residual 2.011E13 33 6.095E11   
Total 3.613E13 35    
a. Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat Teguran 
b. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .666a .443 .409 7.80730E5 






Pada hasil perhitungan SPSS, diperoleh angka R square (R2) adalah 
0.443 yang berarti 44.3% pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar 
Barat dijelaskan oleh variabel jumlah surat teguran dan surat paksa yang 
diterbitkan. Sedangkan sisanya 55,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
diteliti dalam penelitian ini. 
 
4.4 Pembahasan 
Setelah dilakukan empat pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk 
memperoleh model regresi yang menghasilkan estimator linier tidak bias yang 
terbaik (Best Linier Unbiased Estimator/BLUE) dapat disimpulkan bahwa model 
regresi telah bebas dari masalah multikolinieritas, heteroskedastisitas, 
autokorelasi dan telah memenuhi asumsi normalitas. 
Dari hasil pengujian variabel surat teguran dapat disimpulkan bahwa 
jumlah surat teguran yang diterbitkan berpengaruh secara positif dan signifikan 
terhadap pencairan tunggakan pajak. Hal ini terbukti pada nilai t hitung (3.724) 
lebih besar dari nilai t tabel (2.035) dengan nilai signifikansi (0.001) lebih kecil 
dari batas signifikansi (0.05). Pada variabel surat teguran diperoleh nilai koefisien 
regresi (b1) sebesar 1021.057 atau bertanda positif maka dapat dikatakan bahwa 
jika jumlah surat teguran yang diterbitkan mengalami peningkatan maka 
pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Barat akan meningkat 
juga. Demikian sebaliknya, jika jumlah surat teguran yang diterbitkan mengalami 
penurunan maka pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Barat 
akan menurun.  
Dari hasil pengujian variabel surat teguran dapat disimpulkan bahwa 
jumlah surat paksa yang diterbitkan berpengaruh secara positif dan signifikan 





lebih besar dari nilai t tabel (2.035) dengan nilai signifikansi (0.025) lebih kecil 
dari batas signifikansi (0.05). Pada variabel surat paksa diperoleh nilai koefisien 
regresi (b2) sebesar 11840.459 atau bertanda positif maka dapat dikatakan 
bahwa jika jumlah surat paksa yang diterbitkan mengalami peningkatan maka 
pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Barat akan meningkat. 
Demikian sebaliknya, jika jumlah surat paksa yang diterbitkan mengalami 
penurunan maka pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Barat 
akan menurun.  
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pencairan tunggakan 
pajak di KPP Pratama Makassar Barat dapat dijelaskan oleh faktor jumlah surat 
teguran dan surat paksa yang diterbitkan. Dimana koefisien determinasi (R2) 
menunjukkan bahwa 44.3% pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh jumlah 






















Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh 
jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan terhadap pencairan 
tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Barat, maka diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil perhitungan uji simultan (F-test), dibuktikan bahwa 
jumlah surat teguran dan jumlah surat paksa yang diterbitkan secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di 
KPP Pratama Makassar Barat. 
2. Berdasarkan uji parsial (t-test), dibuktikan bahwa jumlah surat teguran 
yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan 
pajak di KPP Pratama Makassar Barat. 
3. Berdasarkan uji parsial (t-test), dibuktikan bahwa jumlah surat paksa yang 
diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di 
KPP Pratama Makassar Barat. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang diperoleh dari 
penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan 
pertimbangan kedepannya: 
1. Diharapkan aparat pajak melakukan tindakan tegas terhadap Wajib Pajak 
yang tidak kooperatif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada dan 






2. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam menunaikan kewajibannya 
membayar pajak melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan pajak secara 
intensif. 
3. Melakukan reformasi administrasi seperti penyederhanaan prosedur 
perpajakan serta pembenahan sumber daya manusia melalui reformasi 
moral dan etika sehingga tercipta fiskus yang professional, jujur dan 
bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan amanat yang 
diembannya. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian   
Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan 
mempengaruhi hasil akhir dari penelitian ini. Keterbatasan tersebut meliputi 
jumlah variabel yang hanya terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel 
terikat  serta jumlah sampel yang terbatas yaitu hanya menggunakan data 
variabel dari tahun 2009-2011. Oleh karena itu diharapkan pada penelitian 
selanjutnya dapat dilakukan pengujian dengan menggunakan lebih banyak 
variabel. 
Berkaitan dengan keterbatasan waktu penelitian maka penulis membatasi 
penelitiannya hanya pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang terletak di 
kota Makassar yaitu KPP Pratama Makassar Barat. Diharapkan pada penelitian 
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DATA POKOK APBN 





2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP APBN-P RAPBN APBN 
PENERIMAAN DALAM NEGERI 636.153,1 706.108,4  979.305,4  847.096,6  992.248,5  1.165.252,5  1.292.052,6  1.310.561,6 
1. Penerimaan Perpajakan 409.203,0 490.988,7  658.700,8  619.922,2  723.306,7  878.685,2  1.019.332,4  1.032.570,2 
     a. Pajak Dalam Negeri 395.971,6 470.051,9  622.358,7  601.251,8  694.392,1  831.745,3  976.898,8  989.636,6 
          1) Pajak Penghasilan 208.833,1 238.431,0  327.497,7  317.615,0  357.045,5  431.977,0  512.834,5  519.964,7 
               a. PPh Migas 43.187,9 44.000,5  77.018,9  50.043,7  58.872,7  65.230,7  58.665,8  60.915,6 
               b. PPh Nonmigas 165.645,2 194.430,5  250.478,8  267.571,3  298.172,8  366.746,3  454.168,7  459.049,2 
          2) Pajak Pertambahan Nilai  123.035,9 
 
154.526,8  209.647,4  193.067,5  230.604,9  298.441,4  350.342,2  352.949,9 
          3) Pajak Bumi dan Bangunan 20.858,5  23.723,5  25.354,3  24.270,2  28.580,6  29.057,8  35.646,9  35.646,9 
          4) BPHTB 3.184,5  5.953,4  5.573,1  6.464,5 8.026,4 - - - 
          5) Cukai 37.772,1  44.679,5  51.251,8  56.718,5  66.165,9  68.075,3  72.443,1  75.443,1 
          6) Pajak Lainnya 2.287,4  2.737,7  3.034,4  3.116,0  3.968,8  4.193,8  5.632,0  5.632,0 
     b. Pajak Perdagangan Internasional 13.231,5  20.936,8  36.342,1  18.670,4  28.914,5  46.939,9  42.433,6  42.933,6 
          1) Bea Masuk 12.140,4  16.699,4  22.763,8  18.105,5  20.016,8  21.500,8  23.534,6  23.734,6 
          2) Bea Keluar 1.091,1  4.237,4  13.578,3  565,0  8.897,7  25.439,1  18.899,0  19.199,0 
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 226.950,1  215.119,7  320.604,6  227.174,5  268.941,9  286.567,3  272.720,2  277.991,4 
     a. Penerimaan SDA 
 
167.473,8  132.892,6  224.463,0  138.959,2  168.825,4  191.976,0  172.870,8  177.263,4 
          1) Migas 158.086,1  124.783,7  211.617,0  125.752,0  152.733,2  173.167,3  156.010,0  159.471,9 
               a. Minyak Bumi 125.145,4  93.604,5  169.022,2  90.056,0  111.814,9  123.051,0  112.449,0  113.681,5 
               b. Gas Alam  32.940,7  31.179,2  42.594,7  35.696,0  40.918,3  50.116,2  43.561,0  45.790,4 
          2) Non Migas 9.387,7  8.108,9  12.846,0  13.207,3  16.092,2  18.808,8  16.860,7  17.791,5 
               a. Pertambangan Umum 6.781,4  5.877,9  9.511,3  10.369,4  12.646,8  15.394,5  13.773,2  14.453,9 
               b. Kehutanan 2.409,5 2.114,8  2.315,5  2.345,4  3.009,7  2.908,1  2.754,5  2.954,5 
               c. Perikanan 196,9  116,3  77,8  92,0  92,0  150,0  100,0  150,0 
               d. Pertambangan Panas Bumi - - 941,4  400,4  343,8  356,1  233,1  233,1 
     b. Bagian Laba BUMN 22.973,1  23.222,5  29.088,4  26.049,5  30.096,9  28.835,8  27.590,0  28.001,3 
     c. PNBP Lainnya  36.503,2  56.873,4  63.319,0  53.796,1   59.428,6 50.339,4  54.398,3  53.492,3 
     d. Pendapatan BLU - 2.131,2  3.734,3  8.369,5  10.590,8  15.416,0  17.861,1  19.234,4 
HIBAH 1.834,1  1.697,8  2.304,0  1.666,6  3.023,0  4.662,1  825,1  825,1 
PENDAPATAN NEGARA & HIBAH 
 









RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK 
DI KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT 
2009-2011 
JENIS PAJAK 
RENCANA PENERIMAAN REALISASI PENERIMAAN 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 
A. Pajak Penghasilan             
 1, PPh Non Migas              
 1. PPh Pasal 21   47,167,744,176 87,805,024,214 100,681,898,449 71,578,631,364 74,005,304,396 94,578,248,490 
 2. PPh Pasal 22   18,923,741,134 12,729,554,725 15,379,666,634 12,296,823,731 11,863,139,908 10,893,924,228 
 3. PPh Pasal 22 Impor   1,148,199,415 348,388,986 559,776,264 337,066,512 303,929,301 395,640,599 
 4. PPh Pasal 23   22,888,265,715 11,898,344,753 16,537,506,638 11,491,396,602 11,077,545,393 14,472,643,503 
 5. PPh Pasal 25/29 OP  9,686,366,049 13,208,947,804 14,885,775,731 9,019,815,306 9,923,378,481 13,864,095,052 
 6. PPh Pasal 25/29 Badan  3,634,423,317 4,282,199,255 5,095,745,387 4,143,029,850 5,956,999,921 20,161,834,913 
 7. PPh Pasal 26   149,728,618 590,887,878 628,519,393 571,684,308 879,842,058 123,829,802 
 8. PPh Final dan FLN   25,085,103,719 31,685,133,093 43,676,246,909 30,655,381,591 55,651,589,871 74,294,291,718 
 9. PPh Non Migas Lainnya  107,190,598 44,599,029 22,622,930 43,149,582 3,694,190 3,170,899 
 2. PPh Migas     
 1, PPh Minyak Bumi   - - 27,506,693 17,856,173 50,000 
 2. PPh Gas Alam   - - 5,831,363 4,754,377 25,913,079 
 3. PPh lainnya dari Minyak 
Bumi   - - - - - 
 4. PPh lainnya dari Gas Alam   - - 47,395,750 1,547,628 5,715,836 
 Jumlah A  128,790,762,742 162,593,079,737 197,467,758,335 140,217,712,652 169,689,581,697 228,819,358,119 
 B. PPN  dan  PPnBM     
    1. PPN Dalam Negeri  136,592,410,225 148,595,010,531 151,566,165,649 117,494,779,231 115,076,241,943 145,769,063,149 
 2. PPN Impor  3,117,238,920 321,353,722 1,328,179,292 254,522,019 733,551,644 1,190,546,530 
 3. PPnBM Dalam Negeri  418,217,718 602,404,065 482,761,016 477,122,524 524,293,837 230,762,911 
 4. PPnBM Impor  884,235 678,133 247,212 537,103 34,091 1,502,750 
 5. PPN & PPnBM Lainnya  95,668,565 265,000,284 253,254,150 209,888,365 226,162,958 103,994,835 
 Jumlah B  140,224,419,663 149,784,446,735 153,630,607,319 118,436,849,242 116,560,284,473 147,295,870,175 
 C. PAJAK LAINNYA dan 
PIB     
    1. Bea/Benda Meterai  188,858,146 215,428,422 6,358,330,369 182,500,000 204,000,000 394,172,940 
 2. Pajak Tidak Langsung 
Lainnya  - - 4,920,350 - 513,875 - 
 3. Bunga Penagihan PPh  5,560,318 - 339,772,377 - 28,837,844 451,140 
 4. Bunga Penagihan PPN & 
PTLL  6,412,861 - - - - 400,000 
 5. BPP   - - 
    6. Pemberian Imbalan Bunga 
(PIB)   - - 
 Jumlah C  200,831,326 215,428,422 6,703,023,096 182,500,000 233,351,719 395,024,080 
 D. PBB      
    1. PBB   12,627,545,327 10,697,638,580 21,957,977,331 21,958,250,713 22,013,862,143 
 Jumlah D  - 12,627,545,327 10,697,638,580 21,957,977,331 21,958,250,713 22,013,862,143 
 TOTAL PAJAK TMS PBB 







LAPORAN PERKEMBANGAN TUNGGAKAN PAJAK 





BULAN   Piutang Awal   Penambahan   Pengurangan   Piutang Akhir  
 Januari          39,386,118                 526,263              1,545,440          38,366,941  
 Februari          38,366,941                 279,972                 173,492          38,473,421  
 Maret          38,473,421                 379,272                 399,868          38,452,825  
 April          38,452,825                   70,297                 328,638          38,194,394  
 Mei          38,194,394                            -                 301,378          37,893,016  
 Juni          37,893,016                 195,031                 635,227          37,452,820  
 Juli          37,452,820                   49,358                 117,418          37,384,760  
 Agustus          37,384,760                   34,414                 721,357          36,697,817  
 September          36,697,817                 163,104                 323,869          36,537,052  
 Oktober          36,537,052                 348,113                 171,009          36,714,156  
 November          36,714,156              1,920,738                 227,526          38,407,368  




BULAN   Piutang Awal   Penambahan   Pengurangan   Piutang Akhir  
 Januari          39,186,253                   89,273                 313,169          38,962,357  
 Februari          38,962,357                   76,144                 740,229          38,298,272  
 Maret          38,298,272                 809,559                 495,840          38,611,991  
 April          38,611,991                 559,974                 546,072          38,625,893  
 Mei          38,625,893                   57,400                 378,058          38,305,235  
 Juni          38,305,235                   36,245                 130,513          38,210,967  
 Juli          38,210,967                 521,490                 216,162          38,516,295  
 Agustus          38,516,295                 207,959                 511,859          38,212,395  
 September          38,212,395                            -                 282,199          37,930,196  
 Oktober          37,930,196                 862,730                 645,177          38,147,749  
 November          38,147,749                 361,566                 320,298          38,189,017  









BULAN   Piutang Awal   Penambahan   Pengurangan   Piutang Akhir  
 Januari          39,712,185              2,498,070                 565,238          41,645,017  
 Februari          41,645,017                 618,266              1,387,143          40,876,140  
 Maret          40,876,140                 941,345                 425,788          41,391,696  
 April          41,391,696                 114,910                 387,087          41,119,519  
 Mei          41,119,519                 836,051                 571,649          41,383,921  
 Juni          41,383,921                   24,962                 422,116          40,986,767  
 Juli          40,986,767                 452,777                 183,599          41,255,945  
 Agustus          41,255,945                   90,588                 281,114          41,065,419  
 September          41,065,419                 214,174                 195,267          41,084,324  
 Oktober          41,084,324              1,324,040                 352,127          42,056,237  
 November          42,056,237                            -                 458,313          41,597,924  







































PENERBITAN DAN PENCAIRAN SURAT TEGURAN DAN SURAT 






 SURAT TEGURAN   SURAT PAKSA  
 PENERBITAN   PENCAIRAN   PENERBITAN   PENCAIRAN  
 LEMBAR   RUPIAH   LEMBAR   RUPIAH   LEMBAR   RUPIAH   LEMBAR   RUPIAH  
 Januari            613       641,459               28         46,639                7      121,579                 3        39,524  
 Februari            220       824,773               59         79,287              10        25,311                 3        31,267  
 Maret            278       366,548               18         29,537                9        35,914                 4          7,815  
 April            384        52,027               56         16,133              20      390,059                 6      109,700  
 Mei            375        65,034             202         34,059              11      287,401                 4        86,657  
 Juni            318       109,585               54         28,183                4        98,571                 4        25,915  
 Juli            127        98,521               31         11,252                6        11,511                 2          1,591  
 Agustus            317       261,096             129        106,060                9        58,867                 2          4,679  
 September            328       277,797             112         97,786              12        55,296                 2          4,925  
 Oktober            268        41,320               49         31,842              10      264,424                 6      122,876  
 November            450    1,138,548               92        204,088                6      123,510                 2        91,871  





 SURAT TEGURAN   SURAT PAKSA  
 PENERBITAN   PENCAIRAN   PENERBITAN   PENCAIRAN  
 LEMBAR   RUPIAH   LEMBAR   RUPIAH   LEMBAR   RUPIAH   LEMBAR   RUPIAH  
 Januari            157       506,451               48        155,398              25      125,842  
               
4        12,976  
 Februari            357    1,679,358               75        352,475                2    1,264,038  
             
13      553,661  
 Maret            124       504,514                 1         15,584              23      342,318  
               
5        80,661  
 April            815       322,796             194         34,441              23        97,423  
             
15        62,570  
 Mei            120        63,425               23         11,956              26        27,610  
               
7          7,824  
 Juni            236       373,278               23         37,284              24        22,500  
               
9          8,699  
 Juli            310       413,954             107        143,233              42      483,724  
             
25      291,226  
 Agustus            165        29,730               25         11,387              38        42,185  
             
15        16,783  
 September            288       395,810             369        113,471              41      339,959  
               
7        55,417  
 Oktober            325        21,637                 6           5,312              38      101,779  
             





 November            125    1,105,624               21        187,783              36      114,640  
               
9        28,935  
 Desember            309        38,994             173         21,799              17    1,124,387  
             





 SURAT TEGURAN   SURAT PAKSA  
 PENERBITAN   PENCAIRAN   PENERBITAN   PENCAIRAN  
 LEMBAR   RUPIAH   LEMBAR   RUPIAH   LEMBAR   RUPIAH   LEMBAR   RUPIAH  
 Januari            509    1,876,010               52        276,943              15      319,722  
               
9      169,738  
 Februari            677       533,833             122        753,089              98      149,350  
             
24      140,711  
 Maret              67        54,060               23         96,177              92        42,695  
             
18        47,370  
 April            452        35,552               87        103,175              60    2,409,301  
             
17      345,412  
 Mei            486       161,464               39         26,778              65      926,770  
               
8      196,372  
 Juni            435        43,330               74         34,252              73      159,204  
             
15      114,668  
 Juli            156        37,821               21        517,814              66        91,629  
               
7      110,834  
 Agustus            494        68,150               92         65,921              18        70,449  
             
21      220,337  
 September          2,344       111,150             109         22,066              26        40,336  
               
5      147,714  
 Oktober            257        31,177               66         30,348              21      580,944  
               
4      273,134  
 November            634       626,716               15         45,531              10        49,199  
               
7      409,783  
 Desember          2,365       409,619               41        580,408              98      551,903  
             


































 Mean Std. Deviation N 
Pencairan Tunggakan Pajak 867655.4722 1.01598E6 36 
Surat Teguran 444.5833 501.09551 36 




  Pencairan 
Tunggakan Pajak Surat Teguran Surat Paksa 
Pearson Correlation Pencairan Tunggakan Pajak 1.000 .592 .457 
Surat Teguran .592 1.000 .279 
Surat Paksa .457 .279 1.000 
Sig. (1-tailed) Pencairan Tunggakan Pajak . .000 .003 
Surat Teguran .000 . .050 
Surat Paksa .003 .050 . 
N Pencairan Tunggakan Pajak 36 36 36 
Surat Teguran 36 36 36 






























1 Surat Paksa, 
Surat Tegurana 
. Enter 
a. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .666a .443 .409 7.80730E5 
a. Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat Teguran 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1.601E13 2 8.006E12 13.135 .000a 
Residual 2.011E13 33 6.095E11   
Total 3.613E13 35    
a. Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat Teguran 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 54221.059 211840.026  .256 .800 
Surat Teguran 1021.057 274.213 .504 3.724 .001 
Surat Paksa 11840.459 5048.420 .317 2.345 .025 











UJI ASUMSI KLASIK 
 
 



















1 Surat Teguran .922 1.084 
Surat Paksa .922 1.084 




Model Surat Paksa Surat Teguran 
1 Correlations Surat Paksa 1.000 -.279 
Surat Teguran -.279 1.000 
Covariances Surat Paksa 2.549E7 -385649.558 
Surat Teguran -385649.558 75192.759 






on Eigenvalue Condition Index 
Variance Proportions 
(Constant) Surat Teguran Surat Paksa 
1 1 2.372 1.000 .06 .07 .06 
2 .380 2.499 .09 .90 .25 
3 .248 3.092 .86 .03 .69 
a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak 
 
 





a. Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat Teguran 












Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas 
 
Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 254938.0469 3.6294E6 867655.4722 6.76396E5 36 
Std. Predicted Value -.906 4.083 .000 1.000 36 
Standard Error of Predicted 
Value 
139497.344 557365.375 202497.146 100346.914 36 
Adjusted Predicted Value 233186.8750 4.9986E6 865769.5614 7.96028E5 36 
Residual -2.39038E6 2.27497E6 .00000 7.58095E5 36 
Std. Residual -3.062 2.914 .000 .971 36 
Stud. Residual -4.263 4.161 .000 1.219 36 
Deleted Residual -4.63353E6 4.63955E6 1885.91087 1.24241E6 36 
Stud. Deleted Residual -6.262 5.944 .002 1.621 36 
Mahal. Distance .145 16.866 1.944 3.868 36 
Cook's Distance .000 5.999 .339 1.354 36 
Centered Leverage Value .004 .482 .056 .111 36 











































LAMPIRAN 6: Tabel Distribusi t dan Tabel F 
 
Tabel F dengan α = 5% 
df_2 F_df1_1 F_df1_2 F_df1_3 
1 161.45 199.50 215.71 
2 18.51 19.00 19.16 
3 10.13 9.55 9.28 
4 7.71 6.94 6.59 
5 6.61 5.79 5.41 
6 5.99 5.14 4.76 
7 5.59 4.74 4.35 
8 5.32 4.46 4.07 
9 5.12 4.26 3.86 
10 4.96 4.10 3.71 
11 4.84 3.98 3.59 
12 4.75 3.89 3.49 
13 4.67 3.81 3.41 
14 4.60 3.74 3.34 
15 4.54 3.68 3.29 
16 4.49 3.63 3.24 
17 4.45 3.59 3.20 
18 4.41 3.55 3.16 
19 4.38 3.52 3.13 
20 4.35 3.49 3.10 
21 4.32 3.47 3.07 
22 4.30 3.44 3.05 
23 4.28 3.42 3.03 
24 4.26 3.40 3.01 
25 4.24 3.39 2.99 
26 4.23 3.37 2.98 
27 4.21 3.35 2.96 
28 4.20 3.34 2.95 
29 4.18 3.33 2.93 
30 4.17 3.32 2.92 
31 4.16 3.30 2.91 
32 4.15 3.29 2.90 
33 4.14 3.28 2.89 
34 4.13 3.28 2.88 
35 4.12 3.27 2.87 
36 4.11 3.26 2.87 





38 4.10 3.24 2.85 
39 4.09 3.24 2.85 
40 4.08 3.23 2.84 
 
